WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

ca.

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam
menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;

bahwa dengan diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Padang yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2008 perlu
diubah dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok  Kepegawaian (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);



11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 537);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 590).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

No o bk

Daerah adalah Kota Padang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
Walikota adalah Walikota Padang.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan
Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam
rangka penyeleggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah,
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
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11.

12.
13.

14.

(1)

(2)

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP
adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat
Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu
keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan
tentram, tertib, dan teratur.

Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana
warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta
ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana
guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut
memelihara keamanan, ketenteraman dab ketertiban masyarakat,
kegiatan sosial kemasyarakatan

Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut
Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi
memberikan pertimbangan dalam peangkatan dan pemberhentian
pejabat dalam jabatan struktural,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang;
BAB 1II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja
Satpol PP.

Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
Satpol PP tipe B.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan
Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh
seorang Kepala Satuan yang  berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Satpol PP mempunyai fungsi :

a.

g.

penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan
Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala
Daerah;

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;

pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala
Daerah  serta penyelenggaraan  ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau
aparatur lainnya;

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum
agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan
Kepala Daerah; dan

pelaksanaan tugas lainnya.

(3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf g meliputi:

a.

mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan
serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum
daerah;

membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk
pejabat negara dan tamu negara;

pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum
teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan

pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan

keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan

pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan
oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari :

a.

5@ oo oo o

Kepala Satuan;

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
Seksi Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat;
Seksi Pengembangan Kapasitas;

Seksi Sarana dan Prasarana;

Seksi Perlindungan Masyarakat; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas dan fungsi subbagian dan masing-masing seksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Walikota.

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 6

Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.

Unit Pelaksana Satpol PP kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.

Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio
dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada
kecamatan.

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis
administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis
operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 7

(1) Kepala Satpol PP adalah jabatan struktural eselon IIl.a.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP Kecamatan
adalah jabatan struktural eselon IV.a.



Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 8

(1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah
berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol
PP provinsi.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satpol PP diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari
pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Dilingkungan Satpol PP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
terdiri dari :

a. tenaga fungsional Polisi Pamong praja; dan

b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan
dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Satpol
PP.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannnya wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP
melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.



Pasal 14

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung
jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan,
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan organisasi Satpol PP dibebankan pada APBD.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2012

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR
Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd
SYAFRIL BASYIR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 16.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang
organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi
yang efisien dan efektif, rasional dan professional sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat
dan Daerah.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika
kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan
otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum
daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi
seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk
menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur
sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan
lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.
Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga
dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya
yaitu peraturan kepala daerah dan menyelenggarakan perlindungan
masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP Pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja yang tujuannya adalah untuk membangun kelembagaan
Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang
tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak hanya
mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu
daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban,
budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota
padang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang disusun



berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 dirasakan
tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu
diubah dan disempurnakam berdasarkan Peraturan Pemerintah
tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 56.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA SATUAN

KELOMPOK SUB BAGIAN
JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENEGAKAN KETERTIBAN
. UMUM DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PERLINDUNGAN
UNDANGAN KETENTRAMAN KAPASITAS PRASARANA MASYARAKAT

DAERAH MASYARAKAT

UNIT PELAKSANA
SATPOL PP
KECAMATAN

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR
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